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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Enggar Gratiana. 1703517024. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian 
Tata Usaha Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran. Program 
Studi D3 Administrasi Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 2020. 
 Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dubuat berdasarkan kegiatan selama 
Praktik Kerja Lapangan. Tujuan dari PKL adalah untuk menambah pengetahuan, 
wawasan dan keterampilan praktikan yang diperlukan pada dunia perkantoran. 
Meningkatkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan tepat waktu terhadap 
pekerjaan.  
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 2 Bulan mulai bulan 
Agustus sampai dengan September 2019 di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Pancoran (UPPRD), khususnya pada bagian Tata Usaha. Selama 
melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas, seperti 
mengagendakan surat masuk, menginput data bphtb, mencetak tunggakan pbb, 
mendistibusikan surat, mengarsipkan berkas bphtb dan mengecek tunggakan 
pajak. 
 Selama melaksanakan PKL, praktikan menemukan beberapa kendala yang 
dihadapi. Pertama, kurang keleluasaan untuk mengerjakan pekerjaan karena tata 
letak peralatan dan perabotan yang tidak rapih. Kedua, keterbatasan ruang 
penyimpanan arsip. Ketiga, terhambatnya pekerjaan karena kurangnya fasilitas 
kantor yang memadai. 
       Setelah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak  dan 
Retribusi Daerah (UPPRD), praktikan mendapatkan gambaran lingkungan kerja 
yang sesungguhnya, memahami dan mengerti sistem Administrasi Pemerintahan 
pada instansi pemerintah yang bergerak disektor pajak daerah, kemudian 
mengetahui pentingnya bukti transaksi dan dokumen, serta dapat belajar bekerja 
sama dan mempelajari etika dalam lingkungan tempat kerja untuk kedepannya 
nanti.  
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KATA PENGANTAR 
 
       Puji dan Syukur praktikan panjatkan kepada kehadirat Allah SWT,  karena 
atas rahmat dan karunia-Nya praktikan diberi kemudahan dan kelancaran dalam 
menyususn laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan PKL yang di laksanakan di Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah Pancoran (UPPRD) Jakarta. 
       Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Ahli Madya, program studi D3 Administrasi Perkantoran, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan 
hasil praktik yang telah dilaksanakan mulai pada bulan Agustus 2019 sampai 
dengan September 2019 atau selama 2 Bulan. 
       Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini, praktikan 
mendapatakan bantuan serta dukungan dari beberapa pihak sehingga praktikan 
diberi kelancaran dalam menyelesaikan laporan PKL ini. oleh karena itu, 
praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, atas petunjuk dan  ridho-Nya yang telah diberikan kepada 
saya selaku praktikan; 
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta 
dukungan moril maupun materil;  
3. Bapak Dr. Ari Saptono, SE.,M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Marsofiyati, S.Pd., M.Pd, selaku Koordinator  Program Studi D3 
Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  
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5. Bapak Roni Faslah, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah  
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan 
PKL;  
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk 
di perkuliahan;   
7. Seluruh karyawan kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Pancoran (UPPRD) Jakarta yang telah membantu praktikan pada 
pelakasanaan PKL; 
8. Seluruh teman-teman dekat saya, Mega, Vega, Icha, Dea, Gadis, Revi, 
Tania dan Luky yang telah menyemangati praktikan untuk dapat 
menyelesaikan laporan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogor, 30 Maret 2020 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang PKL 
 Adanya perkembangan pada ilmu pengetahuan yang cepat mengakibatkan 
setiap orang perlu untuk membuka diri dan terampil ketika menerima perubahan-
perubahan yang terjadi, mengetahui bahwa adanya sumber daya manusia sebagai 
kompenen pokok untuk memastikan kemajuan suatu bangsa, maka mutu Sumber 
Daya Manusia harus ditingkatkan dengan benar. Oleh karena itu, harus ada unsur 
penyeimbang dari  hal tersebut yaitu dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 
yang dimaksudkan dapat memberikan pengetahuan untuk lebih mengetahui dunia 
kerja.  
 Salah satu masalah yang cukup menyita perhatian adalah hampir sebagian 
mayoritas tenaga kerja di Indonesia mempunyai pendidikan yang cukup rendah 
yaitu dengan adanya keahlian serta keterampilan yang kurang sesuai, maka belum 
mempunyai keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi dunia 
kerja. Dengan begitu kualitas tenaga kerja di Indonesia masih tergolong cukup 
rendah.  
 Menurut data dari (Badan Pusat Statisik, 2015),  penduduk Indonesia yang 
bekerja banyak didominasi oleh masyarakat yang memiliki riwayat pendidikan 
Sekolah Dasar menurun sekitar 45,19 persen, sedangkan untuk penduduk yang 
bekerja dengan riwayat pendidikan Sarjana ke atas yaitu 8,29 persen. Hal tersebut 
memperlihatkan ketidakseimbangan yang terjadi di Indonesia. 
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Apabila disangkutpautkan dengan permasalahan tenaga kerja, adanya  jumlah 
pekerja yang bisa bersekolah sampai perguruan tinggi yang masih rendah akan 
berdampak pada daya saing dan kompetensi yang rendah pada mereka untuk 
mendapatkan kesempatan kerja. Karena, tenaga kerja dengan pendidikan yang 
lebih tinggi diduga mempunyai pengetahuan serta kompetensi yang lebih baik 
dibandingkan dnegan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah. 
Faktor yang menyebabkan kualitas tenaga kerja Indonesia rendah juga di 
diakibatkan oleh kondisi internal tenaga kerja, seperti kurangnya motivasi kerja, 
keahlian kerja, pengalaman kerja, sikap gagasan dan kreativitas, kesehatan serta 
sikap. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yaitu kedisiplinan kerja, sikap 
kerjasama, serta teknologi yang dipergunakan untuk membantu adanya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang yang sesuai. 
Adanya motivasi kerja yang kurang atau yang memperlihatkan sifat 
keseganan oleh tenaga kerja akan menyebabkan pekerjaannya tidak mewujudkan 
hasil yang tepat dan maksimum. Sikap keterampilan kerja cukup mempengaruhi 
kualitas kerja. Maka dari itu kualitas tenaga kerja Indonesia dan hasil yang 
diperoleh masih kurang maksimal. 
       Inilah merupakan permasalahan yang sangat berat, karena pembatasan 
peluang pekerja untuk mendapatkan pekerjaan disebabkan dengan rendahnya 
kompetensi dan kualitas pendidikan tenaga kerja. Maka dari itu, diperlukan upaya 
untuk meningkatkann unsur-unsur tersebut. Dengan menekuni ilmu melalui 
pendidikan pada bangku sekolah sampai dengan universitas dapat menjadi cara 
untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. 
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       Pendidikan merupakan hal yang penting untuk dapat membentuk kompetensi 
dan keterampilan seseorang untuk dapat menghadapi persaingan pada lingkungan 
kerja. Pendidikan yang dilaksanakan pada perguruan tinggi berupa pada 
pembelajaran teori dan praktek. Mahasiswa harus melakukan pelatihan kerja 
secara langsung pada instansi, sehingga ketika sudah tamat dari perguruan tinggi, 
mahasiswa bisa mempraktikan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan.  
Oleh karena itu, untuk dapat berperan di masyarakat bukan saja diperlukan 
pendidikan formal yang tinggi dengan nilai akademik yang memuaskan, tetapi 
diperlukan adanya keterampilan serta pengalaman untuk dapat mengetahui 
bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dipunya. Maka dari itu, 
mahasiswa harus melibatkan diri dan melakukan penelitian yang tepat untuk 
dapat memahami segala persoalan yang akan ada di dunia kerja 
       Dengan adanya alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Universitas Negeri 
Jakarta, yaitu program studi D3 Administrasi Perkantoran mempunyai program 
bagi mahasiswanya untuk merasakan lingkungan kerja yang sesungguhnya di 
perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar mampu mewujudkan lulusan yang 
mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup. Program tersebut diketahui 
sebagai Praktik Kerja Lapangan.  
       PKL merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang 
telah dipelajari selama melaksanakan kuliah di dunia kerja. Program ini bertujuan 
untuk menghasilkan kualitas setiap mahasiswa ketika mengalami persaingan pada 
dunia kerja. Peningkatan kualitas mahasiswa sangat penting dilakukan karena 
masih banyak mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah di beragam 
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universitas di Indonesia, belum memperoleh pekerjaan karena tidak mempunyai 
kesiapan untuk mengahadapi persaingan kerja.  
       Sebagai mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran FE UNJ, praktikan juga 
diharuskan untuk melaksanakan program PKL ini. Praktikan telah melakukan 
kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran. Pada 
instansi tersebut praktikan berada di bagian Tata Usaha,  yaitu sesuai dengan 
bidang keahlian praktikan kuliah, selama dua bulan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dari program Praktik Kerja Lapangan : 
1. Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu untuk menyelesaikan 
mata kuliah PKL, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
2. Mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan pada bangku kuliah dan dapat 
digunakan secara nyata di lingkungan kerja. 
3. Meningkatkan sikap disiplin, kerjasama dan dapat tanggung jawab dalam dunia 
kerja. 
 
Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
1. Memperluas pengetahuan, wawasan dan keterampilan praktikan yang 
diperlukan pada dunia perkantoran 
2. Melatih praktikan untuk lebih siap menghadapi dunia kerja, seperti sikap 
disiplin, pengambilan keputusan dan lainnya; 
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3. Melatih untuk sikap disiplin, kerjasama dan tanggung jawab dalam dunia 
kerja. 
 
C. Kegunaan PKL 
 Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan, terdapat kegunaan PKL yang 
tentu nya didapat oleh praktikan, Universitas Negeri Jakarta dan UPPRD 
Pancoran sebagai lokasi pelaksanaan PKL yaitu : 
1. Bagi praktikan 
Adapun kegunaan PKL bagi praktikan yaitu : 
1. Menambah ilmu dan pengalaman pada dunia kerja untuk masa yang akan 
mendatang.  
2. Meningkatkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan tepat waktu terhadap 
pekerjaan. 
3. Mengimplementasikan ilmu yang  didapatkan pada saat perkuliahan, 
khususnya dalam bidang administrasi perkantoran 
4. Mengimplementasikan softskill maupun hardskill pada dunia perkantoran 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
1. Membangun dan mengembangkan ikatan baik antara perusahaan dengan 
Fakultas  
2. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa agar merasakan kegiatan dan 
lingkungan kerja yang sesungguhnya. 
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3. Menghasilkan lulusan terbaik yang memiliki pengalaman sehingga mudah 
bersaing di dunia kerja 
 
3. Bagi instansi/perusahaan 
1. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk meningkatkan skill dan  
dapat mempergunakan ilmu yang diperoleh saat kuliah 
2. Mahasiswa dapat membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan 
kantor 
 
D. Tempat PKL 
 Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan ditempatkan pada 
bagian Tata Usaha. Adapun tempat kegiatan Praktek Kerja Lapangan praktikan 
yaitu : 
Instansi  : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran 
Alamat  : Gedung UPPRD Pancoran 
Kawasan Kantor Kecamatan Pancoran 
Jl. Pengadegan Timur II No. 2, Pancoran, Jakarta Selatan 
12770 
No Telepon : (021) 27532042 
Situs Web : https://bprd.jakarta.go.id 
 
Pada saat pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah Pancoran pada bagian Tata Usaha. Praktikan memilih Unit 
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Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran sebagai tempat pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan, karena ingin mengetahui  prosedur dan mendapatkan 
pengalaman lebih dalam mengenai adminisitrasi yang ada pada instansi 
pemerintah, terutama yang berada dalam bidang perpajakan.  
 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
 Praktikan memenuhi Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja terhitung 
dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019. Praktikan 
melaksanakan beberapa tahapan untuk melaksanakan PKL, antara lain : 
1. Tahap Awal (persiapan) 
Pada tahap pertama, praktikan bertanya-tanya serta sharing dengan 
beberapa mahasiswa dan kakak tingkat. Praktikan juga mencari-cari 
informasi perusahaan atau instansi-instansi yang sekiranya dapat menerima 
praktik kerja lapangan. Setelah mengetahui adanya perusahaan yang 
menerima, praktikan mendatangi instansi tersebut untuk menanyakann 
kesedian posisi untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan.  
Setelah mengetahui adanya perusahaan yang memiliki lowongan PKL, 
praktikan mengunjungi Fakultas Ekonomi untuk mengurus surat pengantar 
Praktik Kerja Lapangan. Selanjutnya pada Senin, 22 Juli 2019, praktikan 
memberikan surat pengantar kepada Dinas Teknis Abdul Muis dan saat itu 
perusahaan mengatakan bahwa praktikan dapat melakukan Praktik Kerja 
Lapangan di instansi tersebut. 
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2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Kapangan terhitung mulai tanggal 1 
Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019. Pada hari pertama praktikan 
diberikan arahan mengenai peraturan di perusahaan dan mengenai jam kerja 
selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan. Praktikan juga dikenalkan 
kepada seluruh karyawan UPPRD Pancoran. 
Berikut jam kerja yang berlaku selama praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan : 
Hari Waktu Kerja 
Senin 07.30 – 16.00 
Selasa 07.30 – 16.00 
Rabu 07.30 – 16.00 
Kamis 07.30 – 16.00 
Jum’at 07.30 – 16.30 
Tabel I.I Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan 
Sumber : Data diolah Praktikan 
 
3. Tahap Pelaporan 
Selama pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan mulai 
mengumpulkan bukti-bukti data sebagai bukti pekerjaan yang dilakukan 
selama PKL. Praktikan juga bertanya kepada pembimbing mengenai informasi 
seputar UPPRD. Praktikan juga melihat referensi tata cara  pembuatan laporan 
9 
 
 
 
dari (Pedoman Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, 2012). 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Sejarah adanya Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dan UPPRD 
Pancoran. Sesuai dari pembagian urusan pemerintahan, maka yang berhak untuk 
mengatur kegiatan pajak dibagi dua. Yaitu pajak pusat yang dilaksanakan secara 
tata usaha dan mendistribusikan hasilnya dijalankan oleh pemerintah pusat. 
Adapun pemerintah daerah memiliki kewengangan untuk mengelola pajak daerah. 
Hadirnya pajak daerah di Indonesia didasarkan karena Indonesia saat 
menerapkan sistem pemerintahan mengunakan sistem destralisasi, menurut 
(Anggoro, 2017) desentralisasi yaitu memberikan sebagaian otoritas pemerinah 
pusat pada daerah, untuk dapat menyelesaikan dan melaksanakan urusan yang 
menjadi tanggung jawab serta yang mengenai kepentingan daerah terkait. 
Pajak daerah pada hal pengadministrasiannya diurus pemerintah provinsi, 
kabupaten dan kota. Pajak pusat di kelola oleh DJP, sedangkan pajak daerah 
tergolong pengelolaan administrasi, di berikan oleh Badan Pajak dan Retribusi 
Daerah. BPRD merupakan unsur dan pengelola Pemerintah Daerah, BPRDD Dki 
Jakarta sudah mengalami beberapa pergantian nama dan struktur organisasi.  
Dimulai berdasarkan adanya Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota 
Sementara Djakarta Raya No. 18/D K tahun 1952 yang dahulu namanya  Suku 
Bagian Pajak (1952 – 1955). Kemudian di tahun 1956 Suku Bagian pajak berganti
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nama sebagai Bagian Pajak, sebutan Suku Bagian Pajak telah berubah nama 
menjadi bagian pajak.   
Hingga pada tahun 1966 unit kerja yang melaksanakan tentang pendapatan 
masyarakat  pada wilayah  DKI Jakarta yaitu Urusan Pendapatan dan Pajak selaku 
bagian dari Direktorat keuangan. Kemudian di tahun 1968 kembali berubah nama 
menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta. Setelah itu Gubernur DKI 
Jakarta mengeluarkan keputusan tahun 1975 dan mengalami pergantian nama 
kembali yaitu Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta. Selanjutnya ditahun 
1976 – 1982 berubah nama menjadi Dinas Pajak DKI Jakarta. 
Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1983 mengeluarkan instruksi 
untuk menghadapi pergantian nama kembali menjadi Dinas Pendapatan Daerah 
DKI Jakarta. Berdasarkan dengan peraturan daerah tahun 2008 yang berisikan 
bahwa adanya kembali pergantian nama yaitu Dinas Pelayanana Pajak Provinsi 
DKI Jakarta. Pada tahun 2009 Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur 
mengenai instutusi dan prosedur kerja dinas pelayanan pajak provinsi DKI 
Jakarta. 
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 dalam hal ini 
bahwa hak atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta 
Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada daerah setempat. Maka dari itu 
terbentuklah UPPRD sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak untuk 
melaksanakan pelayanan keseluruhan pajak daerah berdasarkan dengan 
kewenangan UPPRD. Perubahan nama yang terjadi tersebut di maksudkan agar 
organisasi tersebut lebih fokus menjalankan fungsi retribusi. 
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Hal diatas merupakan ringkasan perubahan dinas pajak dari tahun 1952 
hingga saat ini, terjadinya adanya perubahan nama sampai dengan struktur 
organisasi. Sampai kemudian Badan Retribusi dan Pajak Derah (BPRD) menjadi 
dinas untuk menangani perpajakan di daerah. Mula terbentuknya UPPRD yang 
sekarang ini terjadi di tahun 2011 yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur 2011 
mengenai adanya penyusunan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Pajak 
Daerah.  
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran beroperasi yaitu di 
daerah Pancoran yang belokasi di  Gedung UPPRD Pancoran, Kawasan Kantor 
Kecamatan Pancoran di Jl. Pengadegan Timur II No. 2, Pancoran, Jakarta Selatan 
12770. 
 
B. Struktur Organisasi 
UPPRD adalah Unit Pelaksana Teknis BPRD untuk pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah setempat. UPPRD dikepalai 
oleh kepala unit yang melakukan tugas, fungsi serta memiliki tanggung jawab 
terhadap kepala badan. 
Berikut merupakan struktur organisasi pada Unit Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah Pancoran : 
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Tabel II.2 Struktur Organisasi UPPRD Pancoran 
Sumber diolah praktikan 
 
 Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan ditempatkan di 
Subbagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh Kepala Subbagian 
Tata Usaha yaitu Bapak Mardi Hartono, SE. Praktikan melaksankan tugas seperti 
melaksanakan agenda surat masuk, mengarsipkan, mencetak dokumen dan 
mencetak tunggakan wajib pajak yang bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Subbagian Tata Usaha. 
 Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi pada 
UPPRD Pancoran : 
1. Kepala Unit, mempunyai tugas : 
Kepala 
UPPRD 
Satuan Pelaksana  
Pendataan dan 
Penilaian Pajak 
Daerah
Pendata dan 
Penilai Pajak
Pendata dan 
Penilai Pajak
Satuan Pelaksana  
Penagihan Pajak 
Daerah
Verifikator
Pemroses 
Penagihan 
Pajak
Satuan Pelaksana 
Pelayanan Pajak 
Daerah
Pemroses 
Pelayanan 
Pajak
Pemroses 
Pelayanan 
Pajak
Kasubag 
Tata Usaha
Pengelola 
Program dan 
Anggaran
Praktikan
(Enggar Gratiana)
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a. Memandu dan melakukan kordinasi kegiatan tugas dan fungsi UPPRD 
b. Melakukan kordinasi penerapan tugas Subbagian Tata Usaha 
c. Melakukan kordinasi tugas Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan 
Fungsional 
d. Melakukan pengaturan dan kerja sama untuk  pelaksanaan tugas UPPRD  
 
2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas : 
a. Membentuk bahan agenda strategis dan agenda kerja dan anggaran UPPRD  
b. Melakukan agenda strategis dan dokumen penerapan anggaran UPPRD 
c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD 
d. Melakukan kordinasi penyusunan rencana strategis dan kerja  
e. Melakukan kordinasi penyusunan rencana anggaran UPPRD 
f. Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian  
g. Melaksanakan kegiatan evaluasi  
h. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD 
 
3. Satuan pelaksana pelayanan, mempunyai tugas : 
a. Memberikan bantuan pemberian informasi dan konsultasi 
b. Menerima, memeriksa, memverifikasi, merekam pemberitahuan dan 
pembayaran pajak daerah 
c. Menerbitkan edaran dan nota perhitungan pajak daerah terutang 
d. Kegiatan administrasi dan melakukan legalisasi bill/ bon  
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e. Melaksankan pengesahan penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, serta 
dokumen lain  
f. Menyetujui permintaan keringanan pembebasan, pengurangan, perbaikan, 
keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan 
g. Menyetujui penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak 
daerah 
 
4. Satuan pelaksana Pendataan, mempunyai tugas : 
a. Melakukan dokumentasi data, pencatatan dan pemutakhiran data subjek 
dan objek pajak 
b. Melaksanakan kegiatan lapangan penanganan permohonan pembebasan 
pajak, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan 
pergantian data objek dan subjek pajak daerah  
c. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan sebagai permohonan pendaftaran 
atau penutupan subjek dan objek pajak daerah 
 
5. Satuan pelaksana Penagihan, mempunyai tugas : 
a. Melakukan pengusulan wajib pajak untuk melakukan kegiatan pengamatan, 
melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah 
b. Mengurus kegiatan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 
pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan 
c. Menjalankan permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan 
administrasi pajak daerah  
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d. Menjalankan pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi pajak daerah.  
C. Kegiatan Umum Instansi 
Adapun tugas umum UPPRD Pancoran yaitu untuk melaksanakan kegiatan 
pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah. Menurut (Wulandari 
& Iryanie, 2018) Pajak daerah merupakan suatu pemberian wajib untuk daerah 
oleh badan ataupun pribadi dengan sifat memaksa sesuai dengan UUD, yang 
fungsinya untuk keperluan daerah setempat. Pemungutan pajak daerah dilakukan 
didaerah setempat yang terkait. 
Adapun kegiatan umum yang dilakukan UPPRD yaitu melakukan pelayanan 
jenis-jenis pajak daerah seperti  
1. Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, seperti pemindahan 
hak tanah dan bangunan atas jual beli ataupun tukar menukar 
2. Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah, yaitu seperti kegiatan sesorang ataupun 
badan yang melakukan pengambilan air tanah 
3. Pajak PBB-P2, seperti meminta permohonan keberatan mengenai PBB 
4. Pelaporan Pajak Hotel, dalam hal ini hotel sebagai fasilitas yang menyediakan 
jasa penginapan maka diwajibkan untuk membayar pajak 
5. Pelaksanaan Pajak Reklame, dalam hal ini media yang digunakan untuk 
tujuan memperkenalkan ataupun mempromosikan maka berhak dipungut atas 
pajak reklame 
6. Pelaporan Pajak Restoran, dalam hal ini restoran termasuk tempat penyedia 
fasilitas makanan dan minuman maka berhak dipungut atas pajak restoran 
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7. Pelaporan Pajak Hiburan, meliputi segala jenis tontonan atauun hiburan yang 
dipungut biaya 
8. Pembayaran Pajak Parkir, yaitu adanya penyelenggaraan tempat untuk parkir 
maka berhak untuk dipungut pajak 
9. Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dalam hal ini jenis bahan bakar 
yang digunakan pada kendaraan bermotor 
10. Pajak penerangan jalan, dalam hal ini dipungut karena adanya penggunaan 
listik untuk kegiatan penerangan jalan 
11. Pajak Bukan logam dan Batuan, dalam hal ini apabila barang bukan berupa 
logam atau batauan makan berhak untuk dipungut pajaknya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
Adapun tujuan dan tugas dari Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah 
untuk melaksanakan tugas, yaitu : 
1. Menyusun agenda dan rencana kerja dan anggaran UPPRD 
2. Kegiatan pendataan retribusi, penaksiran, pengamatan, pemutusan dan 
penagihan pajak daerah 
3. Kegiatan pendataan, pengesahan dan penatausahaan subjek dan objek pajak 
daerah 
4. Menyusun mengenai kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada 
lingkungan Kecamatan 
5. Melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah pada lingkungan Kecamatan 
6. Melakukan tata kepegawaian UPPRD 
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7. Melakukan kegiatan keuangan dan barang UPPRD 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK 
 
 
A. Bidang Kerja 
 Pada pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan, praktikan ditempatkan pada bagian 
Tata Usaha. Tata usaha memiliki tugas mengenai pengadministrasian kegiatan 
pada UPPRD Pancoran. Dalam hal ini kegiatan nya mengenai otomatisasi kantor, 
kegiatan kearsipan, mengenai pengolahan data serta kegiatan pengecekan pada 
tunggakan pajak daerah. 
 Adapun tugas-tugas yang praktikan lakukan selama masa PKL pada bagian 
Tata Usaha , yaitu : 
1. Otomatisasi Kantor 
2. Kearsipan 
3. Pengolahan Data 
4. Mengecek tunggakan pada SIMPBB dan Tax Clearance 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Praktikan melakukan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Pancoran selama dua bulan mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 
September 2019. Pada hari pertama, praktikan menemui Ibu Diah Damyanti 
sebagai pembimbing. Setelah itu, praktikan ditempatkan di bagian Tata Usaha 
untuk mebantu tugas pegawai pada bagian tersebut. 
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 Praktikan melakukan PKL selama dua bulan, dimana pada waktu tersebut 
praktikan diberikan berbagai tugas untuk membantu tugas pegawai di UPPRD 
Pancoran. Dalam hal ini praktikan dibimbing oleh pegawai UPPRD Pancoran 
untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.  
 Berikut ini merupakan uraian terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh 
praktikan selama melakukan PKL : 
1. Otomatisasi Kantor 
Menurut Sedarmayanti (Atmaja, Santoso, & Ninghardjanti, 2018) Otomatisasi 
yaitu tata cara penerapan metode dan cara kerja secara otomatis, dilakukan dengan 
memanfaatkan secara keseluruhan serta seefisien mungkin dengan mesin, 
sehingga sumber ataupun bahan yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik. 
Otomatisasi Kantor sangat penting dilakukan pada setiap instansi dengan 
melakukan pemanfaatan secara menyeluruh dan seefisien mungkin yang dapat 
membantu pekerjaan kantor.  
Pengoperasian otomatisasi kantor dibutuhkan adanya ketrampilan yang lebih 
untuk mempergunakan nya. Praktikan sebelumnya sudah mengetahui tentang ilmu 
menjalankan peralatan kantor pada mata kuliah Otomatisasi Perkantoran. Menurut 
Muhibbin Syah (Najihah & Marimin, 2015) Keterampilan yaitu kegiatan yang 
berkaitang dengan otot dan urat-urat syaraf yang biasanya terlihat di kegiatan 
jasmani, seperti menulis, mengetik, olahraga dll. 
Dalam pelaksanan bidang kerja pada Otomatisasi Perkantoran, ada bebrapa 
tugas yang dilakukan praktikan : 
a. Menggandakan dokumen (Fotocopy) 
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Pada saat melaksanakan PKL, Praktikan diberikan tugas menggandakan 
dokumen yang diperlukan untuk Wajib Pajak. Berikut merupakan tata cara  
pengoperasian mesin fotocopy : 
1. Praktikan mempersiapkan semua dokumen yang akan digandakan  
2. Setelah itu, praktikan memeriksa apakah dokumen tersebut sudah tidak ada 
staples 
3. Selanjutnya praktikan menekan tombol on untuk menyalakan mesin pengganda 
4. Kemudian praktikan menaruh dokumen yang akan digandakan ke dalam mesin 
pengganda atau fotocopy. 
5. Lalu praktikan tekan berapa jumlah yang ingin digandakan dan tekan ok. 
6. Setelah semua dokumen sudah selesai digandakan, praktikan merapihkan hasil 
dokumen tersebut dengan memberikan stapler 
7. Setelah selesai, praktikan memberikan dokumen tersebut kepada bagian 
pelayanan. 
 
Berikut merupakan mesin pengganda yang digunakan praktikan saat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
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Gambar III.1 Mesin Fotocopy 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
b. Mencetak dokumen 
Praktikan diberikan tugas untuk mecetak dokumen, berupa disposisi, surat 
masuk dari email dan juga label untuk arsip. Berikut merupakan langkah-langkah 
pengoperasian mesin pencetak dokumen : 
1. Praktikan memilih dokumen yang akan dicetak dan menentukan ukuran dan 
posisi cetak 
2. Setelah itu, tekan tombol Ctrl+P 
3. Selanjutnya setelah muncul jendela print, ada bebrapa pilihan-pilihan serta 
konfigurasi yang harus dilaksanakan sebelum mecetak dokumen. 
4. Pilihan printer name sesuai dengan yang digunakan atau tersedia 
5. Setelah itu tekan OK 
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Berikut merupakan mesin pencetak dokuen yang digunakan praktikan saat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Gambar III.2 Mesin Printer 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
2. Kearsipan 
Menurut (Rosalin, 2017) arsip disebut juga dengan warkat yaitu segala tulisan 
tertulis berupa gambar atau bagan yang berisikan mengenai suatu subjek pokok 
ataupun mengenai peristiwa penting yang dimuat sebagai bahan ingatan bagi 
orang yang menggunakannya. Kegiatan kearsipan selalu dilakukan pada setiap 
perusahaan sebagai bahan bukti perusahaan. 
Dalam pelaksanaan bidang kerja Kearsipan ada beberapa tugas yang 
dilaksanakan oleh praktikan yaitu : 
a. Agenda Surat Masuk 
Agenda surat masuk digunakan untuk mecatat informasi untuk seluruh surat 
masuk yang diterima, adapun fungsi nya adalah untuk mengetahui jumlah surat 
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masuk yang ada pada setiap periode dan sebagai bahan bukti bahwa adanya surat 
yang masuk. Praktikan menerima seluruh surat masuk untuk bagian Tata Usaha. 
Surat masuk yang telah diterima diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan tanggal 
masuknya. 
Berikut tata cara melaksanakan agenda surat masuk yang dilakukan oleh 
praktikan : 
1. Praktikan menerima surat-surat masuk seperti berkas wajib pajak, surat 
undangan dan surat pemberitahuan 
2. Jika surat tersebut diterima lewat email, maka Praktikan harus mencetaknya 
terebih dahulu 
3. Lalu, praktikan mencari dan membuka file Rekap Surat Masuk 2019 pada 
komputer dalam bentuk Excel  
4. Praktikan membubuhkan stempel surat-surat masuk tersebut terlebih dahulu 
5. Setelah itu, praktikan mengisi padal excel tersebut sesuai dengan informasi 
surat 
6. Setelah panel excel tersebut diisi, praktikan memberikan surat trsebut kebagian 
yang dituju, biasanya kepada Kepala UPPRD Pancoran 
 
Berikut merupakan gambar form panel excel agenda surat masuk yang 
digunakan praktikan saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
25 
 
 
 
 
Gambar III.3 Agenda Surat Masuk 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
b. Mengarsip Inaktif 
Arsip inaktif menurut (Nuraida, 2014) yaitu arsip yang kegunaanya sudah tidak 
sering dipergunakan lagi saat ini untuk kegiatan instansi ataupun arsip dengan 
dengan frekuensi penggunaan yang rendah. Pada saat melakukan PKL, praktikan 
diberikan tugas untuk mengarsipkan berkas Wajib Pajak BPHTB yang telah 
selesai. Berikut merupakan langkah-langkah untuk kegiatan penyimpanan arsip : 
1. Praktikan menerima dokumen-dokumen wajib pajak BPHTB yang telah 
selesai yang akan dimasukan kedalam box arsip sesuai dengan urutan nomor 
2. Kemudian praktikan mengurutkan dokumen-dokumen BPHTB tersebut sesuai 
dengan urutan nomor 
3. Lalu praktikan memasukan dokumen-dokumen tersebut sejumlah 25 buah 
kedalam box arsip 
4. Selanjutnya, praktikan menempelkan label nomer urutan arsip pada box arsip 
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Berikut merupakan gambar box arsip yang digunakan praktikan untuk 
menyimpan dokumen-dokumen saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Gambar III.4 Box Arsip 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
3. Pengolahan Data 
Menurut (Situmorang, 2010) data merupakan sejumlah informasi ataupun hal 
yang dipeorleh dari suatu pengamatan objek, data dapat berbentuk lambang, sifat 
ataupun angka. Data merupakan informasi-informasi yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan yang berisikan mengenai permasalahan perusahaan tersebut. 
Pengolahan data adalah proses penginputan data, diproses menjadi data dan 
menghasilkan sebuah otput selesai. Berikut merupakan langkah-langkah 
pengolahan data yang dilakukan praktikan yaitu : 
a. Data BPHTB pada excel 
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Praktikan melakukan penginputan data BPHTB pada excel. Adapun langkah-
langkah pengolahan data BPHTB pada excel yaitu : 
1. Praktikan menerima dokumen-dokumen wajib pajak BPHTB 
2. Kemudian praktikan membuka excel BPHTB 2019 pada komputer 
3. Setelah itu, praktikan memasukan informasi seperti nomor, nama wajib 
pajak, nomer wajib pajak, jumlah dan nama notaris panel yang ada pada 
excel. 
 
Berikut merupakan gambar excel BPHTB yang digunakan praktikan untuk 
menginput data saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
 
 
 Gambar III.5 Excel BPHTB 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
4. Mengecek tunggakan pada SIMPBB dan Tax Clearance 
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Pada saat melaksanakan PKL, praktikan diberikan tugas untuk mengecek 
tunggakan para wajib pajak. Dalam hal ini diperlukan sifat yang teliti oleh 
praktikan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Menurut (S, 2006) Ketelitian 
Kerja yaitu kemampuan setiap individu ketika melakukan suatu pekerjaan secara 
cepat, cermat dan tepat. Praktikan mengecek tunggakan pada SIMPBB dan juga 
Tax Clearance. Adapun pengecekan tunggakan yang praktikan lakukan yaitu : 
a. Mengecek tunggakan SIMPBB 
Praktikan diberikan tugas untuk melakukan pengecekan tunggakan SIMPBB di 
website SIMPBB. Pengecekan diperlukan untuk melihat apakah wajib pajak 
masih memiliki tunggakan yang ada atau tidak. 
 Adapun tata cara yang dilakukan dalam pengecekan tunggakan SIMPBB : 
1. Praktikan membuka internet explorer terlebih dahulu 
2. Setelah itu, muncul halaman depan SIMPBB  
3. Selanjutnya praktikan melakukan login dengan menggunakan username dan 
password Mentor 
4. Kemudian praktikan memasukkan NOP wajib pajak dan akan otomatis terlihat 
identitas wajib pajak beserta kekurangan pembayaran nya 
5. Apabila wajib pajak tersebut memiliki kekurangan pembayaran, maka 
praktikan harus klik cetak kekurangan bayar 
6. Setelah itu, akan tampil rincian dokumen kekurangan bayar tersebut 
7. Praktikan lalu mencetak kekurangan bayar  
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Gambar III.6 SIMPBB 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
b. Mengecek tunggakan tax clearance 
Menurut (Purwati & Kurniawan, 2015) pengecekan merupakan suatu proses, 
cara, kegiatan mengecek, kegiatan ketika melakukan pemeriksaan ataupun 
mencocokan segala kebenaran suatu hal. Praktikan diberikan tugas untuk 
melakukan pengecekan tunggakan tax clearance di website tax clearance. 
Adapun tata cara yang dilakukan : 
1. Praktikan membuka google chrome terlebih dahulu 
2. Setelah itu, muncul halaman depan tax clearance 
3. Selanjutnya praktikan melakukan login dengan menggunakan username  dan 
password Mentor 
4. Kemudian masukkan NIK/NPWP wajib pajak 
5. Setelah itu klik cari dan hasil nya akan terlihat identitas wajib pajak beserta 
dengan nilai tunggakan 
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6. Apabila wajib pajak tersebut memiliki tunggakan tax clearance, maka 
praktikan harus klik cetak sklp 
7. Setelah itu, akan tampil rincian dokumen tunggakan tersebut 
8. Praktikan lalu mencetak tunggakan tax clearance tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.7 Tax Clearance 
Sumber : Data Diolah Praktikan 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
 Pada saat melaksanakan Prakik Kerja Lapangan terhitung selama dua bulan, 
praktikan mengalami kendala yang dirasakan, yaitu: 
1. Tata letak peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak rapi 
Pada saat mengerjakan pekerjaan, praktikan terkadang merasa kesulitan untuk 
menemukan berkas yang dibutuhkan karena ada banyak berkas-berkas yang 
bertumpuk di atas meja dan sekitar meja, berkas-berkas tersebut berupa berkas 
yang masih digunakan sampai dengan kertas-kertas yang sudah tidak digunakan. 
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Bukan hanya pada meja praktikan, tetapi di beberapa meja pegawai juga 
mengalami kondisi yang sama. Aktivitas tersebut menyebabkan adanya pekerjaan 
yang mengalami hambatan dan membutuhkan cukup waktu. 
 
2. Kurang memadai dan kurang tersusun dengan benar tempat penyimpanan 
arsip 
Tempat penyimpanan arsip pada UPPRD Pancoran masih kurang memadai 
dan juga penyimpanan nya masi belum rapi. Dalam hal ini, dokumen yang harus 
disimpan cukup banyak dari tempat penyimpanan nya. Hal tersebut menyebabkan 
beberapa ordner tidak dapat disimpan kedalam filling cabinet dan harus disimpan 
di atas atau dibawah meja kerja praktikan.  
Untuk penyimpanan arsip pada UPPRD Pancoran, dalam hal ini arsip yang 
disimpan belum sesuai dengan tata cara yang benar. Ordner yang disimpan 
kedalam filling cabinet tidak berururut, seharusnya disimpan sesuai dengan abjad 
untuk memudahkan dalam pencarain. Kendala ini cukup menyulitkan praktikan 
ketika  ingin menyimpan dan mencari dokumen, karena tempat penyimpanan nya 
tidak tersusun dengan benar. 
 
3. Kurangnya fasilitas kantor 
Saat melaksanakan PKL, praktikan merasakan kurangnya fasilitas kantor yang 
tersedia pada bagian Tata Usaha. Kurangnya fasilitas yang emadai antara lain : 
1. Hanya ada satu buah printer pada bagian Tata Usaha sehingga ketika praktikan 
ingin mencetak dokumen, praktikan harus memastikan terlebih dahulu printer 
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yang tersedia tidak sedang digunakan oleh pegawai lain. Hal tersebut menjadi 
suatu kendala yang dirasakan oleh praktikan, karena dengan begitu pekerjaan 
yang dilakukan praktikan akan lebih lama diselesaikan. 
2. Mesin fotocopy tidak tersedia pada bagian Tata Usaha sehingga membuat 
praktikan harus ke ruangan bagian Penagihan terlebih dahulu apabila ingin 
menggandakan dokumen. Dengan tidak adanya mesin fotocopy meyebabkan 
pekerjaan sedikit terhambat dan waktu yang digunakan cukup banyak untuk 
menyelesaikan segala pekerjaan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Tata letak peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak rapi 
Kendala yang praktikan hadapi yaitu adanya tata letak perlengkapan dan 
peralatan kantor yang tidak tersusun rapi, sehingga menyebabkan praktikan 
kelimpungan saat mencari berkas-berkas yang terkadang dibutuhkan cepat. 
Aktivitas pkegiatan kantor dapat berjalan dengan baik dengan adanya fasilitas pra 
sarana yang memadai dan penyusunan tata ruang kantor yang benar untuk 
membantu kelancaran dan penyelesaian pekerjaan. 
Menurut Sedarmayanti (Marsofiyati & Eryanto, 2015) tata ruang adalah tata 
cara penataan dan pencatatan keseluruhan alat-alat perlengkapan yang terdapat di 
kantor, mesin kantor di tempat yang benar, sehingga setiap pegawai bisa 
melaksanakan kerja dengan benar, nyaman, merasa keleluasaan dan kebebasan 
untuk bergerak agar tercapainya efisiensi kerja. 
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Untuk menciptakan tata ruang kantor yang tepat dengan kebutuhan kerja, 
dibutuhkan adanya pengaturan dan penataan terhadap perlengkapan dan perabotan 
kantor demi menjamin adanya tempat serta keleluasaan kerja agar terciptanya 
efektivitas dan efisiensi kerja. 
Menurut (Yuniarsih & Anggraeni, 2017) bahwa fungsi tata ruang kantor 
bukan hanya menaruh peralatan dan perlengkapan kantor tetapi harus digunakan 
untuk pengaturan serta mempermudah dalam pergerakan kerja setiap pegawai dari 
suatu rungan ke ruangan lainnya. Maka diperlukan adanya tata ruang kantor yang 
tepat dan sesuai untuk mempermudah pergerakan kerja. 
Dalam menyusun tata ruang kantor yang benar, tentunya ada suatu tujuan 
yang hendak dicapai. Tata ruang kantor diperlukan agar memperlancar 
komunikasi, mempermudah dalam kordinasi dan pengamatan sehingga dapat 
meningkatkan efesiensi kerja. Adapun tujuan tata ruang kantor menurut Sulaiman 
& Nurkaydah (2016) : 
1. Dapat mempercepat pekerjaan kantor sehingga dapat efektif 
2. Daat membuat kondisi kerja yang baik 
3. Dapat mempermudah dalam pengawasan pekerjaan  
4. Dapat mempergunakan keseluruhan ruangan yang ada dengan sesuai 
5. Dapat membentuk suatu kesan yang baik 
6. Dapat memelihara keseimbangan antara alat-alat  
7. Dapat memelihara keseimbangan karyawan 
8. Dapat menjauhkan dari suara bising yang dapat terjadi 
9. Dapat membangun citra baik perusahaan 
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10. Dapat membangun citra yang baik kepada pelanggan  
 
Oleh karena itu penataan tata ruang kantor yang baik dapat menjadi solusi 
untuk mengatasi kendala yang dirasakan oleh praktikan. Seperti menurut para ahli 
yang sebelumnya dijelaskan, praktikan menyetujui dengan pendapat Para Ahli 
yang memberitahukan jika tata ruang kantor yang baik dapat memberikan 
kelancaran efektivitas dan efisiensi kerja. 
Solusi yang dapat praktikan lakukan untuk mengatasi peralatan dan 
perlengkapan kantor yang tidak rapi yaitu praktikan merapikan dan memilah 
berkas-berkas yang akan dikerjakan oleh praktikan. Praktikan juga merapikan 
apabila ada berkas-berkas yang sudah tidak digunakan untuk ditaruh ke tempat 
yang kosong agar tidak menghambat pekerjaan praktikan. Setelah itu  praktikan 
bisa untuk mengerjakan berkas-berkas tersebut. 
  
2. Kurang memadai dan kurang tersusun dengan benar tempat penyimpanan arsip 
Saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan merasakan adanya 
kendala saat melaksanakan tugas. Kendala yang praktikan dihadapi yaitu adanya 
tempat penyimpanan arsip yang kurang memadai dan tersusun dengan  benar 
sehingga menyebabkan kesulitkan ketika praktikan ingin menyimpan dan mencari 
dokumen, karena tempat penyimpanan nya tidak tersusun dengan benar. 
Adapun menurut (Gie, 2012) arsip merupakan kumpulan warkat yang ditaruh 
dengan sistematis dan memiliki suatu nilai guna agar ketika diperlukan maka 
dengan cepat dapat ditemukan. Arsip sebaiknya ditaruh pada tempat yang 
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memadai dan sesuai dengan tata cara yang benar agar dapat ditemukan dengan 
mudah kembali. 
Sedangkan tempat penyimpanan arsip menurut (Sanora, 2016) yaitu satu 
kegiatan penataan arsip dinamis, kegiatan peletakannya dilakukan secara aktual 
dengan menggunakan sistem-sistem tertentu. Solusi yang dapat dilakukan oleh 
praktikan yaitu dengan merapikan ordner yang berada di dalam filling cabinet, 
setelah itu praktikan menyusun ordner tersebut sesuai dengan abjad agar arsip 
dapat ditemukan kembali dengan mudah. 
Bukan hanya itu saja, praktikan juga harus berinisiatif agar ordner tersebut bisa 
disimpan kedalam filling cabinet, dengan cara memilah ordner yang kosong 
ataupun sudah tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari penyimpanan arsip 
agar penyimpanan tidak penuh. Menurut (Suryana, 2006) Inisiatif yaitu suatu 
kemampuan individu membangun ide dan tata cara untuk memecahkan masalah. 
Inisiatif diperlukan untuk dapat memecahkan masalah ataupun kendala yang 
dirasakan oleh praktikan. 
 
3. Kurangnya fasilitas kantor 
Saat melaksankan PKL, praktikan merasakan kendala dalam hal fasilitas 
kantor. Keterbatasan fasilitas dapat berdampak terhadap terhambatnya kineja 
pekerjaan yang dilakukan. Di dalam dunia perkantoran, fasilitas kerja yang 
memadai menjadi penunjang utama untuk melaksanakan pekerjaan kantor. 
Menurut (Barry, 2012) Fasilitas kerja yaitu suatu perkakas yang diberikan oleh 
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perusahaan dalam membantu jalannya pekerjaan perusahaan untuk mencapai 
tujuan yang dibuat oleh perusahaan.  
Menurut (Adjib & Oktarina, 2015) menyatakan bahwa semakain bagus dan 
mencukupi fasilitas kantor yang tersedia di perusahaan maka akan semakin baik 
dan meningkat kinerja pegawai di perusahaan. Maka dari itu, fasilitas kerja yang 
memadai sangat diperlukan dalam dunia perkantoran untuk dapat menunjang 
pekerjaan kantor. 
Fasilitas kantor yang lengkap dapat menunjang kelancaran tugas seluruh 
karyawan sehingga tercapai nya efesiensi dan efektivitas kerja. Perusahaan harus 
dapat mempertimbangkan perencanaan fasilitas kantor yang benar untuk 
karyawan agar efektivitas kerja tidak terhambat. Fasilitas kantor menjadi hal yang 
sangat penting untuk dipenuhi demi terlaksananya kegiatan kantor dan dapat 
mempermudah setiap karyawan kantor. 
Menurut Jones & Barlett (Kholisa, 2012) mendefinisikan manajemen waktu 
adalah keahlian untuk dapat mementingkan, menetapkan dan melakukan tanggung 
jawab individu untuk kepuasan setiap individu. Praktikan harus dapat mengatur 
manajemen waktu dengan baik agar dapat memprioritaskan setiap pekerjaan dan 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara tepat waktu. 
Adapun solusi praktikan untuk mengatasi fasilitas yang tidak lengkap yaitu 
dengan memprioritaskan pekerjaan dan mengatur waktu yang tepat untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut. Selagi fasilitas tersebut digunakan oleh pegawai 
lain, maka praktikan bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya sehingga waktu 
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yang ada tidak terbuang sia-sia. Praktikan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas 
tepat pada waktunya. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
 Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang ada 
di Perguruan Tinggi untuk mendukung dalam penciptaan calon tenaga kerja yang 
terampil. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan diharapkan bisa memberikan 
pengetahuan, melatih sikap disiplin dan memberikan pengalaman nyata kepada 
mahasiswa sebagai acuan untuk dapat diimplementasikan ketika bekerja setelah 
lulus dari perguruan tinggi. 
 Kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Lapngan yang dilaksanakan di Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran pada bagian Tata Usaha, selama 
dua bulan memberikan pengetahuan, pengalaman serta mealatih sikap-sikap yang 
tidak didapatkan dalam perkuliahan, seperti kedisiplinan, etika bekerja dan rasa 
tanggung jawab. 
 Selama melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Pancoran praktikan dapat menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang telah 
dilakukan yaitu: 
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk memenuhi salah satu 
peryaratan kelulusan program Diploma, dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan praktikan, melatih praktikan untuk lebih siap menghadapi dunia 
kerja dan meningkatkan sikap disiplin;  
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2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, maka praktikan memperoleh ilmu 
yang baru dari bidang perpajakan daerah. Dengan kegiatan PKL ini, maka 
praktikan memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dan mendapatkan 
pengalaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya; 
3. Praktikan diberikan tugas selama pelaksanaan PKL di bagian Tata Usaha yaitu 
mengoperasikan peralatan kantor seperti mesin fotocopy dan mesin printer, 
menggagendakan surat masuk, mengarsipkan berkas wajib pajak, memasukan 
data BPHTB 2019 pada microsoft excel dan melakukan pengecekan tunggakan 
wajib pajak. 
 
B. Saran 
Praktikan menyadari terdapat kekurangan dan hambatan selama kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran, 
untuk itu ada beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan dan 
memperbaiki adanya kekurangan maupun kesalahan dari pelaksanaan PKL yang 
akan terjadi.  
Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara laim : 
1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
1. Praktikan selanjutnya diharapkan untuk bisa mengetahui terlebih dahulu 
hal-hal terkait bidang usaha atau kegiatan perusahaan/instansi, nilai-nilai 
yang diterapkan, peraturan-peraturan yang ada, dan latar belakang 
perusahaan atau instansi tersebut; 
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2. Praktikan selanjutnya disarankan untuk lebih menyiapkan diri seperti sikap 
disiplin, keterampilan, dan pengetahuan  yang dimiliki dan lebih 
memanfaatkan waktu agar pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat dan 
rapi. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat memberikan pembekalan 
awal kepada mahasiswa sebelum melaksanakan PKL; 
b. Universitas Negeri Jakarta untuk terus mempererat hubungan baik kepada 
banyak perusahaan ataupun instansi pemerintah untuk mempermudah 
mahasiswa untuk pencarian tempat PKL. 
 
3. Bagi UPPRD Pancoran 
a. UPPRD Pancoran diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan Universitas 
Negeri Jakarta, khususnya untuk jurusan D3 Administrasi Perkantoran; 
b. UPPRD Pancoran diharapkan dapat memiliki fasilitas kantor yang 
memadai, sehingga pegawai bisa menggunakan nya tanpa harus menunggu 
lama. 
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